
Menimbang 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

Mengingat 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 01 TAHUN 2007 

PENINGKATAN ESELON CAMAT DALAM JAJARAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TENTANG 

DARI ESELON Im b MENJADI ESELON IN a 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
maka dipandang pertu untuk meningkatkan eselon Camat dalam jajaran 
Pemerintah Kota Lubuklinggau dari eselon lil b menjadi eselon Illa; 

b. bahwa untuk meningkatkan eselon Camat sebagaimana dimaksud huruf a 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau. 

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lenbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890) ; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) : 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389): 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarng 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reputblik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nohor 
4262) ; 

Keputusan ... 



Menetapkan 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 
2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003: 

10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan 
Kelurahan. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENINGKATAN 
ESELON CAMAT DALAM JAJARAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 
DARI ESELON I b MENJADI ESELON l a 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 
Pasal 1 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau. 
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

Terhitung sejak tanggał 01 Januari 2007 eselon Camat semula dari eselon Il b 
tingkatkan menjadi eselon ll a sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah. 

Pasal 2 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 29 JANUARI 2007 
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

H. JOKO IMAM SENTOSA 

Pasal 3 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 

ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 27-01- 2007 
NALIKOTA LUBUK L 

2007 

UINGGAU,P 

H. RIDUAN EFFENDI 

NOMOR 1 SERI D 
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